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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum 
pemberian ganti rugi kepada korban tindak 
pidana perdagangan orang dan bagaimanakah 
restitusi terhadap korban tindak pidana 
perdagangan orang yang dibebankan kepada 
pelaku menurut Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 
pidana perdagangan orang.  Dengan 
menggunakan merode penelitian hukum 
normatif disimpulkan bahwa: 1. Korban tindak 
pidana perdagangan orang dapat mengalami 
penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, 
ekonomi, dan/atau sosial. Korban dapat 
mengalami trauma atau penyakit yang 
membahayakan dirinya akibat tindak pidana 
perdagangan orang sehingga memerlukan 
pertolongan segera untuk pemulihan kesehatan 
fisik dan psikis. 2. Restitusi terhadap korban 
tindak pidana perdagangan orang menurut 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, merupakan pemberian 
ganti rugi kepada korban/ahli waris yang 
dibebankan kepada pelaku tindak pidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap atas kerugian 
materiil dan/atau immateriil yang diderita 
korban atau ahli warisnya. Restitusi 
sebagaimana dimaksud berupa ganti kerugian 
atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan; 
penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan 
medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian 
lain yang diderita korban sebagai akibat 
perdagangan orang. Pemberian restitusi 
dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan 
pengadilan tingkat pertama. Pemberian 
restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari 
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terhitung sejak diberitahukannya putusan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Restitusi sebagaimana dapat dititipkan terlebih 
dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.   
Kata kunci: restitusi, perdagangan orang 
 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari 
perbudakan manusia. Perdagangan orang juga 
merupakan salah satu bentuk perlakuan 
terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat 
manusia. Bertambah maraknya masalah 
perdagangan orang di berbagai negara, 
termasuk Indonesia dan negara-negara yang 
sedang berkembang lainnya, telah menjadi 
perhatian Indonesia sebagai bangsa, 
masyarakat internasional, dan anggota 
organisasi internasional, terutama Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB).3  
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. I. Umum, dijelaskan 
bahwa undang-undang ini juga memberikan 
perhatian yang besar terhadap penderitaan 
korban sebagai akibat tindak pidana 
perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi 
yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana 
perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi 
korban, dan mengatur juga hak korban atas 
rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta 
reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara 
khususnya bagi mereka yang mengalami 
penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak 
pidana perdagangan orang.4 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah pengaturan hukum 
pemberian ganti rugi kepada korban tindak 
pidana perdagangan orang? 
2. Bagaimanakah restitusi terhadap korban 
tindak pidana perdagangan orang yang 
dibebankan kepada pelaku menurut 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
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tentang pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang. 
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian hukum normatif 
digunakan dalam menyusun Skripsi ini. Bahan-
bahan hukum yang diperlukan sebagai 
penunjang untuk menyusun materi penulisan 
dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-
bahan hukum perimer yaitu peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pemberantasan tindak pidana perdagangan 
orang Bahan-bahan hukum sekunder terdiri 
dari, literatur, karya-karya ilmiah hukum yang 
materinya membahas mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan materi penulisan ini. 
Bahan-bahan hukum tesier terdiri dari kamus-
kamus hukum yang dipergunakan untuk 
menjelaskan istilah-istilah hukum yang 
digunakan dalam penulisan Skripsi.  
 
PEMBAHASAN 
A. KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 
ORANG  
1.  Korban Perdagangan Orang 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 
3:  Korban adalah seseorang yang mengalami 
penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, 
ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan 
tindak pidana perdagangan orang. 
Perdagangan Orang adalah tindakan 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang kendali atas orang 
lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
negara maupun antar negara, untuk tujuan 
eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi.5  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
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Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. 
Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 9: 
Perekrutan adalah tindakan yang meliputi 
mengajak, mengumpulkan, membawa, atau 
memisahkan seseorang dari keluarga atau 
komunitasnya. Pasal 1 angka 10:   Pengiriman 
adalah tindakan memberangkatkan atau 
melabuhkan seseorang dari satu tempat ke 
tempat lain. 
Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan 
anak adalah kelompok yang paling banyak 
menjadi korban tindak pidana perdagangan 
orang. Korban diperdagangkan tidak hanya 
untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi 
seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk 
eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau 
pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik 
serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana 
perdagangan orang melakukan perekrutan, 
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, 
atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, 
menjerumuskan, atau memanfaatkan orang 
tersebut dalam praktik eksploitasi dengan 
segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, atau memberi bayaran atau 
manfaat sehingga memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang kendali atas 
korban.6  
 
2.  Pencegahan dan Penanganan Perdagangan 
Orang 
Pencegahan dan penanganan tindak pidana 
perdagangan orang merupakan tanggung jawab 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, 
dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-
langkah yang komprehensif dan terpadu dalam 
pelaksanaan pencegahan dan penanganan 
tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak 
pidana perdagangan orang merupakan 
kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu 
wilayah negara melainkan juga antarnegara. 
Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja 
sama internasional dalam bentuk perjanjian 
bantuan timbal balik dalam masalah pidana 
dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penyusunan Undang-Undang ini 
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juga merupakan perwujudan komitmen 
Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB 
tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas 
dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan 
Orang, khususnya Perempuan dan Anak 
(Protokol Palermo) yang telah ditandatangani 
Pemerintah Indonesia.7 
Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, 
maka bukanlah hal yang mudah dan dapat 
dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 
merupakan suatu proses yang panjang seperti 
halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh 
karena itu upaya tersebut perlu dilakukan 
secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua 
pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi 
politik dan kemasyarakatan maupun berbagai 
lembaga swadaya masyarakat dan semua 
lapisan masyarakat. 8  Suatu masyarakat yang 
memiliki sistem demokrasi akan melindungi 
warga negaranya terhadap penganiayaan oleh 
negara melalui komitmen kolektif pada 
kesejahteraan ekonomi bersama dan memberi 
warga negaranya tingkat kehidupan yang 
membuat mereka hidup bermartabat.9  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, mengatur 
Pencegahan Dan Penanganan. Pasal 56: 
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang 
bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya 
tindak pidana perdagangan orang. 
Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
memyatakan: 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
masyarakat, dan keluarga wajib mencegah 
terjadinya tindak pidana perdagangan 
orang. 
(2) Pemerintah dan Pemeri ntah Daerah wajib 
membuat kebijakan, program, kegiatan, 
dan mengalokasikan anggaran untuk 
melaksanakan pencegahan dan 
penanganan masalah perdagangan orang.  
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B. RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK 
PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG 
DIBEBANKAN KEPADA PELAKU 
1. Restitusi Bagi Korban Perdagangan orang 
Yang Dibebankan Kepada Pelaku  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 
13:   Restitusi adalah pembayaran ganti 
kerugian yang dibebankan kepada pelaku 
berdasarkan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap atas kerugian 
materiil dan/atau immateriil yang diderita 
korban atau ahli warisnya. Pasal  1 angka 
14:   Rehabilitasi adalah pemulihan dari 
gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan 
sosial agar dapat melaksanakan perannya 
kembali secara wajar baik dalam keluarga 
maupun dalam masyarakat. 
Menurut Penjelasan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, I. Umum, Undang-Undang 
ini mengatur perlindungan saksi dan korban 
sebagai aspek penting dalam penegakan 
hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan dasar kepada korban dan saksi. 
Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan 
perhatian yang besar terhadap penderitaan 
korban sebagai akibat tindak pidana 
perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi 
yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana 
perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi 
korban, dan mengatur juga hak korban atas 
rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta 
reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara 
khususnya bagi mereka yang mengalami 
penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak 
pidana perdagangan orang.10 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 
4:  Setiap Orang adalah orang perseorangan 
atau korporasi yang melakukan tindak pidana 
perdagangan orang. Pasal 1 angka 6: Korporasi 
adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 
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yang terorganisasi baik merupakan badan 
hukum maupun bukan badan hukum. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 
(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan 
orang atau ahli warisnya berhak 
memperoleh restitusi. 
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa ganti kerugian atas: 
a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; 
b. penderitaan; 
c. biaya untuk tindakan perawatan medis 
dan/atau psikologis; dan/atau 
d. kerugian lain yang diderita korban 
sebagai akibat perdagangan orang.  
(3) Restitusi tersebut diberikan dan 
dicantumkan sekaligus dalam amar 
putusan pengadilan tentang perkara tindak 
pidana perdagangan orang. 
(4) Pemberian restitusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak 
dijatuhkan putusan pengadilan tingkat 
pertama. 
(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dapat dititipkan terlebih dahulu di 
pengadilan tempat perkara diputus.  
(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 
(empat belas) hari terhitung sejak 
diberitahukannya putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh 
pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka 
hakim memerintahkan dalam putusannya agar 
uang restitusi yang dititipkan dikembalikan 
kepada yang bersangkutan.11   
Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Dalam 
ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi 
dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus 
yang dialaminya kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia setempat dan ditangani 
oleh penyidik bersamaan dengan penanganan 
tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum 
memberitahukan kepada korban tentang 
haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya 
penuntut umum menyampaikan jumlah 
kerugian yang diderita korban akibat tindak 
pidana perdagangan orang bersamaan dengan 
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2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan 
hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan 
atas kerugiannya. Ayat (2) Yang dimaksud 
dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini 
misalnya: 
a. kehilangan harta milik; 
b. biaya transportasi dasar;  
c. biaya pengacara atau biaya lain yang 
berhubungan dengan proses hukum; atau 
d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan 
pelaku.12 
Penjelasan Pasal 48 ayat Ayat (5) Dalam 
ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk 
uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  Ketentuan ini 
disamakan dengan proses penanganan perkara 
perdata dalam konsinyasi. Ayat (6) Restitusi 
dalam ketentuan ini merupakan pembayaran 
riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus 
yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan 
tingkat pertama.   
Pasal 49 UU Nomor 21 Tahun 2007 
menyatakan: 
(1) Pelaksanaan pemberian restitusi 
dilaporkan kepada ketua pengadilan yang 
memutuskan perkara, disertai dengan 
tanda bukti pelaksanaan pemberian 
restitusi tersebut. 
(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda 
bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ketua pengadilan mengumumkan 
pelaksanaan tersebut di papan 
pengumuman pengadilan yang 
bersangkutan. 
(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan 
pemberian restitusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 
pengadilan kepada korban atau ahli 
warisnya. 
 Pasal 50 
(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi 
kepada pihak korban tidak dipenuhi 
sampai melampaui batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (6), korban atau ahli warisnya 
memberitahukan hal tersebut kepada 
pengadilan. 
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(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memberikan surat peringatan 
secara tertulis kepada pemberi 
restitusi, untuk segera memenuhi 
kewajiban memberikan restitusi kepada 
korban atau ahli warisnya. 
(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan 
dalam waktu 14 (empat belas) hari, 
pengadilan memerintahkan penuntut 
umum untuk menyita harta kekayaan 
terpidana dan melelang harta tersebut 
untuk pembayaran restitusi. 
(4) Jika pelaku tidak mampu membayar 
restitusi, maka pelaku dikenai pidana 
kurungan pengganti paling lama 1 (satu) 
tahun.13  
Pasal 51 
(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi 
kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, 
dan reintegrasi sosial dari pemerintah 
apabila yang bersangkutan mengalami 
penderitaan baik fisik maupun psikis akibat 
tindak pidana perdagangan orang. 
(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan oleh korban atau keluarga 
korban, teman korban, kepolisian, relawan 
pendamping, atau pekerja sosial setelah 
korban melaporkan kasus yang dialaminya 
atau pihak lain melaporkannya kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diajukan kepada pemerintah 
melalui menteri atau instansi yang 
menangani masalah-masalah kesehatan 
dan sosial di daerah. 
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam 
ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula 
baik fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan 
“rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini adalah 
pemulihan dari gangguan terhadap kondisi 
mental sosial dan pengembalian keberfungsian 
sosial agar dapat melaksanakan perannya 
kembali secara wajar baik dalam keluarga 
maupun dalam masyarakat.  Yang dimaksud 
dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini 
adalah penyatuan kembali korban tindak 
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pidana perdagangan orang kepada pihak 
keluarga atau pengganti keluarga yang dapat 
memberikan perlindungan dan pemenuhan 
kebutuhan bagi korban. Hak atas “pemulangan” 
harus dilakukan dengan memberi jaminan 
bahwa korban benar-benar menginginkan 
pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih 
besar bagi korban tersebut. 
Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Dalam 
ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat 
dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya 
dengan melampirkan bukti laporan kasusnya 
kepada kepolisian. Ayat (3) Yang dimaksud 
dengan “pemerintah” dalam ketentuan ini 
adalah instansi yang bertanggung jawab dalam 
bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan 
masalah-masalah sosial, dan dapat 
dilaksanakan secara bersama-sama antara 
penyelenggara kewenangan tingkat pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari 
mana korban berasal atau bertempat tinggal.14 
Pasal 52 
(1) Menteri atau instansi yang menangani 
rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan 
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 
pemulangan, dan reintegrasi sosial paling 
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
diajukan permohonan. 
(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan 
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 
pemulangan, dan reintegrasi sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
membentuk rumah perlindungan sosial 
atau pusat trauma.  
(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
masyarakat atau lembaga-lembaga 
pelayanan sosial lainnya dapat pula 
membentuk rumah perlindungan sosial 
atau pusat trauma. 
Penjelasan Pasal 52 ayat (2) Dalam 
ketentuan ini, pembentukan rumah 
perlindungan sosial atau pusat trauma 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-
masing daerah, dengan memperhatikan asas 
prioritas. Dalam hal daerah telah mempunyai 
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 Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
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rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, 
maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial 
atau pusat trauma perlu dioptimalkan sesuai 
dengan Undang-Undang ini.15  
Pasal 53: Dalam hal korban mengalami 
trauma atau penyakit yang membahayakan 
dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang 
sehingga memerlukan pertolongan segera, 
maka menteri atau instansi yang menangani 
masalah-masalah kesehatan dan sosial di 
daerah wajib memberikan pertolongan 
pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
permohonan diajukan.  
 
2.   Perlindungan Saksi dan Korban 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 26.  Saksi 
adalah orang yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan peradilan tentang suatu 
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia Iihat 
sendiri dan ia alami sendiri.  
Peranan saksi dalam setiap persidangan 
perkara pidana sangat penting karena 
keterangan saksi dapat mempengaruhi dan 
menentukan kecenderungan keputusan hakim. 
Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan 
yang dapat menentukan ke mana arah putusan 
hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang 
sangat besar baik oleh pelaku hukum yang 
terlibat di dalam persidangan maupun oleh 
masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu 
saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan 
hukum karena dalam mengungkap suatu tindak 
pidana saksi secara sadar mengambil resiko 
dalam mengungkapkan kebenaran 
materil. 16 Dalam sebuah proses peradilan 
pidana, aparat keamanan sering kali mengalami 
kesulitan dalam mengungkapkan suatu tindak 
pidana, karena ketiadaan saksi yang melihat, 
mendengar maupun mengalami sendiri suatu 
tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk 
memberikan keterangan karena alasan 
keamanan.17 
                                                          
15
 Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
16
Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, Perlindungan 
Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra 
Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 1. 
17
 Ibid, hal. 169-170. 
Kenyataan masih mengindikasikan bahwa 
perlindungan saksi dan korban dalam proses 
peradilan pidana masih belum mendapatkan 
perhatian yang memadai secara hukum. Sudah 
cukup sering media massa memberitakan 
adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan 
atau tidak terselesaikan, karena saksi tidak 
bersedia untuk memberitakan informasi 
kesaksiannya pada pihak yang berwenang. 
Selain tidak mau untuk terlibat dalam proses 
peradilan, mengingat hal ini memang 
merupakan pengalaman yang tidak 
menyenangkan juga teridentifikasi bahwa ada 
saksi yang tidak mau hadir dalam peradilan. 
Beberapa sebab antara lain karena merasa 
malu kalau masyarakat mengetahui kejadian 
tindak kejahatan yang menimpa dirinya. 
Misalnya kejahatan perkosaan, kejahatan 
dalam rumah tangga dan lainnya. Begitu pula 
terhadap saksi yang melihat terjadinya 
kejahatan, butuh perlindungan dari 
kemungkinan ancaman yang ditujukan kepada 
dirinya atau untuk mengadukan kejahatan 
kepada aparat yang berwenang atau 
memberikan kesaksian di pengadilan.18 
Dampak dari permasalahan tersebut akan 
sangat berpengaruh terhadap kelancaran 
proses peradilan, mengingat keterangan saksi 
dan korban merupakan salah satu alat bukti 
yang sangat menentukan dalam putusan 
pengadilan, oleh karena itu perlu jaminan 
perlindungan hukum bagi saksi dan korban 
sehingga akan dapat memberikan kesaksiannya 
tanpa tekanan dan atau intimidasi dari pihak 
manapun.19 
Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum 
(equality before the law) yang menjadi salah 
satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam 
proses peradilan pidana harus diberi jaminan 
perlindungan hukum. Adapun pokok materi 
muatan yang diatur dalam Undang-Undang 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
meliputi: 
1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban; 
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan 
dan bantuan; dan 
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 Ibid. hal. 173-174. 
19
 Ibid, hal. 174. 
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4. Ketentuan pidana.20 
 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1.  Korban tindak pidana perdagangan 
orang dapat mengalami penderitaan 
psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, 
dan/atau sosial. Perempuan dan anak 
adalah kelompok yang paling banyak 
menjadi korban tindak pidana 
perdagangan orang. Korban 
diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan 
pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual 
lainnya, tetapi juga mencakup bentuk 
eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau 
pelayanan paksa, perbudakan, atau 
praktik serupa perbudakan itu. Korban 
dapat mengalami trauma atau penyakit 
yang membahayakan dirinya akibat 
tindak pidana perdagangan orang 
sehingga memerlukan pertolongan 
segera untuk pemulihan kesehatan fisik 
dan psikis.  
2. Restitusi terhadap korban tindak pidana 
perdagangan orang menurut Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, merupakan 
pemberian ganti rugi kepada korban/ahli 
waris yang dibebankan kepada pelaku 
tindak pidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap atas kerugian materiil dan/atau 
immateriil yang diderita korban atau ahli 
warisnya. Restitusi sebagaimana 
dimaksud berupa ganti kerugian atas: 
kehilangan kekayaan atau penghasilan; 
penderitaan; biaya untuk tindakan 
perawatan medis dan/atau psikologis; 
dan/atau kerugian lain yang diderita 
korban sebagai akibat perdagangan 
orang. Pemberian restitusi dilaksanakan 
sejak dijatuhkan putusan pengadilan 
tingkat pertama. Pemberian restitusi 
dilakukan dalam 14 (empat belas) hari 
terhitung sejak diberitahukannya 
putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Restitusi 
                                                          
20
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, I. Umum. 
sebagaimana dapat dititipkan terlebih 
dahulu di pengadilan tempat perkara 
diputus.  Dalam hal pelaku diputus bebas 
oleh pengadilan tingkat banding atau 
kasasi, maka hakim memerintahkan 
dalam putusannya agar uang restitusi 
yang dititipkan dikembalikan kepada 
yang bersangkutan. 
 
B. SARAN 
1. Supaya instansi pemerintah yang 
menangani masalah-masalah kesehatan dan 
sosial di daerah, perlu segera membantu 
pemulihan kesehatan bagi korban tindak 
pidana perdagangan orang seperti 
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 
pemulangan apabila berada di luar negeri 
dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu 
korban atau keluarga korban, teman korban, 
perlu segera melaporkan kasus yang 
dialaminya atau pihak lain melaporkannya 
kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia agar dapat memperoleh bantuan 
dari pemerintah. 
2. Supaya restitusi atau pemberian ganti rugi 
kepada korban/ahli waris yang dibebankan 
kepada pelaku diperlakukan secara tegas 
oleh pengadilan untuk memerintahkan 
penuntut umum agar menyita harta 
kekayaan terpidana dan melelang harta 
tersebut untuk pembayaran restitusi, jika 
pelaku tidak mampu membayar restitusi, 
maka pelaku dikenai pidana kurungan 
pengganti paling lama 1 (satu) tahun. 
Apabila pelaku tindak pidana tidak 
memenuhi kewajiban memberikan restitusi 
kepada korban atau ahli warisnya.  
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